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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisa yang dirumuskan berdasarkan dengan landasan 

teori yang dikemukakan dan hasil penelitian yang ada, maka penulis dapat 

memberikan kesimpulan mengenai penolakan tawki@l wali yang dilakukan 

oleh Penghulu KUA Kecamatan Sukodono sebab pengantin hamil pra-nikah: 

1. Penolakan tawki@l wali nikah yang dilakukan oleh Penghulu KUA 

Kecamatan Sukodono bukanlah tanpa alasan. Beliau menolak untuk 

bertindak sebagai wakil wali nikah karena memegang pendapat dari 

Ulama’ H {anafiyah. Pendapat tersebut menjelaskan bahwasannya seorang 

yang tengah dalam keadaan hamil, maka tidak boleh dinikahkan sampai 

ia telah melahirkan. Meskipun setelah penulis teliti tentang pendapat 

dari Ulama’ Hanafiyah membolehkan pernikahan perempuan hamil. 

Yang tidak mebolehkan adalah pendapat dari Ulama’ Malikiyah dan 

Ulama’ Hanabilah. 

2. Ditinjau secara yuridis, penolakan tawki@l wali yang dilakukan oleh 

Penghulu KUA Kecamatan Sukodono tidak sesuai dengan aturan yang 

berlaku. Karena dalam Pasal 18 ayat (3) PMA No. 11 Tahun 2007 

tentang Pencatatan Nikah menjelaskan bahwa seorang wali nasab dalam 

menikahkan anaknya, dapat mewakilkan kepada PPN, Penghulu, 
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Pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat. Sehingga dengan 

demikian, tawki@l wali yang dilakukan oleh Bapak Naman sudah sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 

Tentang Aparatur Sipil Negara juga menjelaskan bahwa seorang 

Pegawai Negeri Sipil harus mengabdi kepada Negara dan Rakyat 

Indonesia. 

 

B. Saran 

Menikahkan anak memang menjadi kewajiban orang tua. Karena hal 

tersebut merupakan hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Meskipun di 

dalam peraturan yang berlaku di Indonesia tidak terdapat kewajiban seorang 

Penghulu untuk menikahkan seorang pengantin, tetapi tidak serta merta bahwa 

dia bisa menolak keinginan orang tua calon pengantin untuk menjadi wakil dari 

orang tua pengantin untuk menikahkan anaknya. Bagi orang tua anak, karena 

menikahkan merupakan tanggungjawab orang tua, hendaknya sebagai orang tua 

harus mendalami ilmu agama, sehingga jika terjadi hal yang demikan, tidak 

merepotkan orang lain. Sedangkan bagi pengantin, meskipun menikah dalam 

keadaan hamil pra-nikah dalam hukum positif dibolehkan, tetapi tetap saja ada 

dosa zina yang telah dikerjakan. Sehingga meskipun sudah melangsungkan akad 

nikah, dosa tersebut tidak akan terhapus dengan sendirinya, kecuali dengan 

memohon ampun kepada Allah SWT. 

 


